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The development of law in Southeast Asia reflects a multifaceted journey influenced
by historical legacies, colonial imprints, and contemporary challenges. This evolution
mirrors the region's cultural diversity and the interplay between global and local
dynamics. Students play a pivotal role in this process, actively engaging in advocacy,
activism, and social movements to address critical legal issues such as human rights
violations, environmental degradation, and economic disparities. By delving into the
historical roots of legal systems and examining present challenges, valuable insights
emerge regarding the trajectory of legal development in Southeast Asia. Students
emerge as catalysts for change, challenging prevailing power structures, advocating
for reforms, and amplifying the voices of marginalized communities. Through their
knowledge, skills, and networks, students drive positive transformations, advancing
the cause of justice in their respective countries. Amidst the complexities of legal
development in Southeast Asia, amplifying the voicesof students and supporting their
endeavors becomes imperative in shaping a more just and equitable future. By doing
so, the aim is to foster legal systems that resonate with the aspirations and values of
Southeast Asian societies, promoting equality, justice, and human dignity for all.
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Perkembangan hukum di Asia Tenggara mencerminkan perjalanan beragam yang
dipengaruhi oleh warisan sejarah, jejak kolonial, dan tantangan kontemporer. Evolusi
ini mencerminkan keragaman budaya di kawasan ini dan interaksi antara dinamika
global dan lokal. Mahasiswa memainkan peran penting dalam proses ini, secara aktif
terlibat dalam advokasi, aktivisme, dan gerakan sosial untuk mengatasi masalah
hukum penting seperti pelanggaran hak asasi manusia, degradasi lingkungan, dan
kesenjangan ekonomi. Dengan menggali akar sejarah sistem hukum dan mengkaji
tantangan-tantangan yang ada saat ini, kita akan mendapatkan wawasan berharga
mengenai arah perkembangan hukum di Asia Tenggara. Mahasiswa muncul sebagai
katalis perubahan, menantang struktur kekuasaan yang ada, mengadvokasi reformasi,
dan memperkuat suara komunitas yang terpinggirkan. Melalui pengetahuan,
keterampilan, dan jaringan mereka, siswa mendorong transformasi positif, memajukan
keadilan di negara masing-masing. Di tengah kompleksitas perkembangan hukum di
Asia Tenggara, memperkuat suara mahasiswa dan mendukung upaya mereka menjadi
hal yang penting dalam membentuk masa depan yang lebih adil dan merata. Dengan
melakukan hal ini, tujuannya adalah untuk mengembangkan sistem hukum yang
sejalan dengan aspirasi dan nilai-nilai masyarakat Asia Tenggara, mendorong
kesetaraan, keadilan, dan martabat manusia untuk semua.

I. PENDAHULUAN

Asia Tenggara adalah wilayah yang kaya akan
permadani budaya, keragaman bahasa, dan
seluk-beluk sejarah. Dalam lanskap yang dinamis
ini, pengembangan sistem hukum mempunyai
arti penting, yang mencerminkan nilai-nilai
kemasyarakatan, warisan sejarah, dan tantangan
kontemporer yang dihadapi oleh kawasan. Dalam
esai ini, kita akan mempelajari evolusi hukum di
Tenggara Asia melalui kacamata pelajar,

mengeksplorasi perspektif mereka mengenai isu-
isu utama hukum, pengaruh sejarah, dan peran
mereka sebagai katalis perubahan. Lanskap
hukum di Asia Tenggara berakar kuat pada
lintasan sejarahnya, yang dibentuk oleh
pemerintahan kolonial selama berabad-abad,
adat istiadat masyarakat adat, dan dinamika
regional. Kekuatan kolonial seperti Inggris,
Belanda, Perancis, dan Portugis meninggalkan
jejak abadi pada sistem hukum negara-negara di
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kawasan ini, memperkenalkan prinsip-prinsip
hukum Barat di samping hukum adat tradisional.
Penggabungan tradisi hukum ini menghasilkan
mosaik kerangka hukum yang kompleks, yang
masing-masing mencerminkan perpaduan unik
antara praktik masyarakat adat dan pengaruh
asing.

Hubungan global dan lokal sangat penting
bagi seluruh kawasan di dunia. Dalam
menyelesaikan ketegangan antara gelombang
globalisasi yang tidak dapat dibendung dengan
kenyataan yang tidak dapat disangkal dalam
masyarakat di berbagai kawasan yang bersama-
sama membentuk dunia yang menjadi objek atau
subyek globalisasi, hukum menjadi garda
terdepan di Asia Tenggara. merupakan wilayah
yang kaya akan keanekaragaman budaya, bahasa,
dan tradisional. Selain keberagaman tersebut,
wilayah ini juga menunjukkan keberagaman
dalam sistem hukumnya. Mulai dari warisan
budaya yang kaya, hukum adat hingga pengaruh
hukum kolonial yang masih ada, setiap negara di
Asia Tenggara mempunyai dasar hukumnya
masing-masing. Namun, dalam beberapa dekade
terakhir, telah terjadi transformasi signifikan
dalam sistem hukum di kawasan ini.
Perkembangan hukum di Asia Tenggara tidak
hanya mencerminkan perubahan struktur politik
dan ekonomi namun juga aspirasi dan tuntutan
masyarakat. Mahasiswa sebagai agen perubahan
di masyarakat memegang peranan penting dalam
proses ini. Dalam esai ini, kita akan
mengeksplorasi berbagai aspek perkembangan
hukum di Asia Tenggara, dengan fokus pada
perspektif mahasiswa. Kami akan membahas isu-
isu kontemporer terkait hak asasi manusia,
perlindungan lingkungan, hukum pidana, dan
tantangan lain yang dihadapi negara-negara di
kawasan. Kami akan mencoba memahami
bagaimana mahasiswa di Asia Tenggara
memandang peran mereka dalam membentuk
masa depan hukum dan masyarakat.

Dengan memahami akar sejarah sistem
hukum di negara-negara tersebut, kita dapat
melihat  bagaimana  proses  kolonialisme,
imperialisme, dan modernisasi telah membentuk
landasan hukum yang ada. Kami akan menelusuri
bagaimana pengaruh-pengaruh ini terus ber-
peran dalam perkembangan hukum kontemporer
di kawasan ini. Fokusnya adalah pada isu-isu
hukum kontemporer yang dihadapi negara-
negara di Asia Tenggara. Mulai dari perlindungan
hak asasi manusia hingga perubahan iklim, kami
akan  mengeksplorasi  tantangan-tantangan
utama yang dihadapi masyarakat dan pemerin-
tah di kawasan ini serta memperdebatkan

berbagai pendekatan yang diambil negara-
negara untuk mengatasi masalah-masalah ini dan
mengkaji bagaimana siswa terlibat dalam
gerakan sosial untuk perubahan. Selain itu, esai
ini akan membahas peran mahasiswa dalam
membentuk hukum dan masyarakat Asia
Tenggara. Melalui wawancara dan studi kasus,
jelajahi perspektif dan pengalaman siswa dalam
mengadvokasi perubahan hukum dan sosial.

II. METODE PENELITIAN

Di dalam penulisan ini metode yang
digunakan adalah penelitian normative Dengan
pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan
informasi dari bebagai aspekmengenai isu yang
sedang dicoba untuk dicari jawabnya. 2 Jenis
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini
antara lain: Pendekatan Peraturan Perundang-
undangan (The Statute Approach) dan
Pendekatan Analisis Konsep Hukum (Analitical &
Conseptual Approach)

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Fase Globalisasi Baru di Bidang Hukum
Fase baru sejak sekitar tahun
mencakup hukum globalisasi, yang telah
mendorong banyak perkembangan dan
transplantasi hukum di Asia Tenggara dalam

1990

bidang hukum bisnis dan komersial
internasional, misalnya yang berkaitan
dengan investasi asing dan kekayaan
intelektual. Perkembangan ini berdampak

besar pada undang-undang organik, bahkan
hukum publik dan konstitusi. Hasil menarik
dari fase studi hukum ini adalah penekanan
baru pada budaya dan masyarakat sebagai
panduan untuk analisis dan pemahaman
hukum. Krisis ekonomi yang terjadi baru-
baru ini di Asia Tenggara juga telah
memperbarui penekanan pada supremasi
hukum, masyarakat sipil dan pemberdayaan
lembaga-lembaga hukum sebagai jalan ke
depan. Dengan demikian, 'negara baru:
masyarakat lama' telah digantikan oleh
'negara lama: masyarakat baru'; Pada fase ini,
banyak pihak yang memperkirakan bahwa
sistem hukum di Asia, yang didorong oleh
kekuatan rakyat dan perdagangan
internasional, pada akhirnya akan mencapai
semacam wilayah hukum Fukuyama, yang
mana pengetahuan lokal pada akhirnya akan
dikesampingkan. Saya akan kembali ke tema
ini nanti. Tanda tanya besar mengenai
pembangunan ini tergantung pada polusi
pembangunan di kawasan ini. Pengaruh
transplantasi hukum terus berlanjut, namun

http://Jiip.stkipyapisdompu.ac.id

2990



JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan) (eISSN: 2614-8854)

Volume 8, Nomor 3, Maret 2025 (2989-2994)

menjadi lebih bervariasi: ketika Malaysia
memberlakukan hukum siber pada tahun
1997-8, negara ini menggunakan model dari
Amerika Serikat, Inggris dan Singapura.
Konstitusi Thailand yang baru menampilkan
banyak pengaruh yang berbeda (Prancis,
Jerman, dan Inggris, misalnya) serta beberapa
elemen yang murni berasal dari dalam negeri.
Pengaruh hukum bergerak ke berbagai arah.
Perbandingan hukum telah menjadi sebuah
industri. Doktrin global dan pengetahuan
lokal melebur sedemikian rupa sehingga sulit
untuk melihat di mana yang satu dimulai dan
yang lainnya berakhir.

Tujuan dan dampak transplantasi mungkin
tidak akan sama atau persis seperti yang
diharapkan, karena doktrin global terbungkus
dalam pengetahuan lokal. Ketegangan yang
ditimbulkannya menimbulkan pertanyaan-
pertanyaan baru dan solusi-solusi baru,
seperti yang terjadi dalam hukum perkawinan
dan upaya-upaya untuk menangani adat; dan
menurut saya, itulah kemajuan yang dicapai.
Di Asia Tenggara juga tidak ada bukti bahwa
satu jenis undang-undang lebih mudah
diterapkan dibandingkan undang-undang
lainnya. Hukum pribadi (baik agama maupun
sekuler), hukum dagang, hukum pidana, dan
bahkan hukum tata negara, semuanya telah
berhasil ditransplantasikan; namun di semua
wilayah tersebut terdapat juga transplantasi
yang gagal. Pengadilan juri adalah salah satu
aspek hukum Inggris yang gagal diterapkan di
Malaysia dan Singapura; Undang-undang
ketenagakerjaan dan jaminan sosial gaya
Eropa telah ditolak, dan hak konstitusional
gaya Amerika atau India dibatasi cakupannya;
sementara pencemaran nama baik telah
digunakan dengan cara yang tidak pernah
dimaksudkan oleh hukum Inggris. Secara
umum memang benar bahwa kawasan ini
telah menyerap seluruh pengaruh asing.
Semua telah berhasil menemukan tanah subur
dan berakar. Semuanya telah gagal karena
tidak luput dari penggunaan untuk tujuan
lokal atau dimodifikasi dalam penerapan
praktisnya. Perlu ditekankan bahwa para
pakar hukum di Asia Tenggara masih mencari
pengetahuan lokal. Globalisasi dan
permasalahan-permasalahan praktis yang
mendesak seperti lingkungan hidup, pem-
bangunan ekonomi, kebijakan sosial, hak asasi
manusia dan independensi peradilan,
memerlukan penanganan yang lebih rinci
dibandingkan sebelumnya. Asia Tenggara
berada dalam kondisi krisis dan perubahan

permanen, dan hukum menjadi pusat dari
perubahan iklim tersebut. Jika gagasan 'Abad
Pasifik' dianggap terlalu dini oleh peristiwa-
peristiwa yang terjadi baru-baru ini, maka
krisis ekonomi pada tahun 1997-9 juga telah
memfokuskan pandangan umum pada hukum
dan sistem hukum. Diskusi terkini mengenai
pembangunan dan globalisasi telah menyoroti
perlunya pemahaman yang lebih mendalam
mengenai pengaruh ekonomi, budaya, dan
politik terhadap perkembangan hukum, dan
peran hukum dalam pembangunan; Hal ini
tampaknya merupakan pendekatan yang
paling menjanjikan jika kita ingin melengkapi
gambaran hukum di Asia Tenggara. Tugas
yang ada di hadapan kita sangatlah besar dan
mendesak. Selain itu, hal ini terutama
dilakukan oleh masyarakat Asia Tenggara.
ASEAN telah menerapkan supremasi hukum
secara formal sebagai salah satu prinsipnya,
dan  juga telah melakukan kajian
perkembangan di kawasan ini.

. Arahan Hukum Di Kawasan Asia Tenggara

Gagasan bahwa masyarakat Asia Tenggara
bisa mengikuti negara-negara Barat dalam
menerima legalitas yang sebenarnya adalah
salah arah. Krisis ekonomi, yang menyoroti
pelanggaran hukum (kegagalan dalam
regulasi perbankan dan lingkungan hidup,
korupsi, kronisme, penyalahgunaan kekua-
saan, dan pelanggaran hak asasi manusia yang
berat dan terus berlanjut) merupakan indikasi
yang jelas mengenai hal ini. Penolakan yang
mencolok dari para politisi terkemuka
terhadap konsepsi Barat tentang 'hak asasi
manusia' dan 'demokrasi' yang dianggap tidak
sejalan dengan 'nilai-nilai Asia’ memberikan
bukti lebih lanjut yang cenderung memper-
kuat tesis ini. Upaya untuk 'menerima’ atau
mentransplantasikan hukum dan sistem
hukum gaya Barat telah gagal. Sistem hukum
berbeda karena faktor budaya bersifat
menentukan, dan di Asia Tenggara, faktor
tersebut tumbuh seperti semak di hutan hujan
tropis. Masa depan menghadirkan prospek
perbedaan hukum yang suram. Yang kedua,
yang optimistis, adalah bahwa, sedikit banyak
perbedaan dalam bidang hukum pribadi,
dimana pluralisme hukum telah terkandung,
Asia Tenggara mempunyai jenis hukum yang
sama dengan negara-negara Barat bahkan
sebelum kemajuan ‘harimau'. 'ekonomi;
Undang-undang di negara ini sebagian besar
berjalan sesuai harapan, dan Asia Tenggara
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membutuhkan lebih banyak undang-undang,
seperti yang ditunjukkan oleh krisis ekonomi.

Sistem hukum bersatu karena perekono-
mian global dan politik internasional bersifat
determinatif, dan daun-daun keduanya
tumbuh seperti semak-semak di hutan hujan
tropis. Masa depan menghadirkan, setidaknya
dalam jangka panjang, prospek konvergensi
yang sangat baik. Dengan kualifikasi yang
penting, disarankan agar skenario optimis
yang dikemukakan di atas sebenarnya lebih
meyakinkan. Ada cukup banyak tanda-tanda
positif terhadap perkembangan hukum
sehingga skenario optimis ini patut mendapat
dukungan dan bukan sekedar kontemplasi.
Sebagai seorang ahli hukum, para pakar
hukum menganggap sebagai doktrin global
mereka bahwa supremasi hukum adalah
suatu kondisi yang diinginkan: kepatuhan
terhadap legalitas dan nilai-nilai yang
terkandung di dalamnya lebih unggul
daripada Kkepatuhan terhadap sistem lain
dalam menjalankan kekuasaan publik. Namun,
sebagai pendukung studi regional atau
wilayah, para pakar hukum lokal mengetahui
bahwa kehidupan jauh lebih kompleks, dan
bahwa supremasi hukum bukanlah satu-
satunya pedoman yang harus diikuti, dan
bukan satu-satunya kondisi manusia yang
diinginkan. Dalam mendukung terwujudnya
supremasi hukum di kawasan ini, kita harus
menyadari betapa spesifiknya konsep ini
secara budaya, setidaknya dari asal usulnya.
Eropa memerlukan waktu ribuan tahun untuk
menempatkan hukum pada posisi yang paling
utama sehingga persatuan negara-negaranya
dapat didasarkan pada legalitas dan
supremasi hukum. Bahkan saat ini kepatuhan
terhadap legalitas masih jauh dari sempurna.
Sementara itu, konsep hukum sendiri telah
menjadi lebih umum dalam sistem hukum
internasional dan non-Eropa.

Aspek lain dari doktrin global adalah
hukum perdagangan dan juga investasi
internasional. Di sini komunitas internasional
berupaya untuk memaksakan transplantasi
hukum dan reformasi lembaga-lembaga
hukum, terutama untuk menjamin hak
komersial dan hak milik investor asing.
Sekalipun legalitas sudah sepenuhnya
diterima, sejarah hukum di Asia Tenggara
menunjukkan bahwa, meskipun pengaruh
asing telah berhasil diserap, transplantasi
hukum hanya akan berhasil jika kebutuhan
masyarakat telah terlayani. Tidak ada alasan
mengapa doktrin global harus diterapkan

dengan cara yang sama seperti hukum
kolonial, hanya Kkarena doktrin tersebut
merupakan doktrin global. Ini bukanlah
sebuah paket yang dapat diterima atau ditolak
secara robotik secara keseluruhan. Bahkan
hukum kolonial berupaya untuk merangkul
pengetahuan lokal. Jika supremasi hukum
adalah sebuah konsep 'Barat’, yang saat ini
jelas masih bisa diperdebatkan, saya ingin
menekankan bahwa Kkita tidak perlu bertanya
kepada internet atau televisi satelit apakah
konsep tersebut akan berhasil di Asia
Tenggara karena keduanya merupakan
konsep Barat. Persoalannya hanyalah apakah
mereka melayani kepentingan masyarakat.
Ada faktor-faktor lain yang memberikan
dorongan bahwa legalitas akan diterapkan
dalam jangka panjang.

Yang pertama adalah ASEAN. Saat ini
ASEAN beranggotakan sepuluh negara, jika
ASEAN ingin menjadi sebuah blok ekonomi
dan strategis yang memiliki arti lebih besar
dibandingkan yang dimilikinya saat ini, maka
kemajuan dalam penegakan supremasi hukum
akan sangat penting bagi konsolidasi dan
kemajuan ASEAN. Kedua, munculnya masya-
rakat sipil dan profesi hukum yang besar dan
ambisius di seluruh kawasan memberikan
suara terhadap tuntutan reformasi hukum
yang tidak dapat dibendung. Ketiga,
supremasi hukum merupakan sarana untuk
memperkuat legitimasi negara majemuk di
saat-saat sulit. Asia Tenggara telah berhasil
dalam  pembangunan negara  selama
perekonomiannya makmur; supremasi hukum
berperan penting dalam pengambilan
keputusan yang baik, dan dalam meyakinkan
kelompok  minoritas  bahwa  mereka
mempunyai jalan lain. Perlu diingat bahwa
Malaysia misalnya mempunyai 178 kelompok
etnis yang ditetapkan secara resmi, dan
Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok
etnis. Sebagian besar negara-negara Asia
Tenggara pada dasarnya adalah negara
Pancasila: tindakan berdasarkan keyakinan
yang sama yang entah bagaimana berhasil.
Penegakan  hukum  diperlukan  untuk
memastikan stabilitas sosial terus berlanjut.
Konstitusionalisme yang baik hati berdasar-
kan konsep legalitas memberikan prospek
bahwa stabilitas dapat bertahan dari
perubahan gagasan negara dan masyarakat.
Jika supremasi hukum tertanam di Asia
Tenggara, sistem hukum di negara tersebut
pada akhirnya akan bangkit dari gejolak dan
kekecewaan yang ada saat ini dengan lebih

http://Jiip.stkipyapisdompu.ac.id

2992



JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan) (eISSN: 2614-8854)

Volume 8, Nomor 3, Maret 2025 (2989-2994)

sinkretis dan lebih efektif: hukum, bahkan
dalam pemahaman Mattei tentang hukum
pengacara profesional, bukan lagi sesuatu
yang asing. impor yang bertentangan dengan
budaya daerah.

Dalam uraian ini dibatasi pada enam dari
sepuluh sistem hukum negara-negara Asia
Tenggara yang tergabung dalam ASEAN, yaitu
Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia,
Filipina, Singapura, dan Thailand.

Hukum akan berhasil bukan karena hukum
merupakan alat yang berguna untuk
mendapatkan keuntungan dari perekonomian
Asia Tenggara, namun karena Asia Tenggara
memerlukan lebih banyak keuntungan.
Doktrin global tentang supremasi hukum
memang merupakan jalan menuju kesatuan
aspirasi manusia. Doktrin global harus
merangkul semua budaya dan tradisi hukum,
dan mengambil manfaat terbaik darinya.
Seperti yang dikatakan Nietzsche: Saya
membayangkan para pemikir masa depan
yang memiliki sifat tak kenal lelah Eropa-

Amerika yang dipadukan dengan sifat
kontemplatif yang seratus kali lipat
diwariskan orang-orang Asia: kombinasi

seperti itu akan membawa solusi atas teka-
teki dunia. Asia Tenggara, baik dalam bidang
hukum maupun bidang hukum lainnya, selalu
bisa mengenakan pakaian orang lain. Namun,
untungnya bagi kita semua, hal ini akan selalu
tetap menjadi hal yang mendasar.

SIMPULAN DAN SARAN

. Simpulan

Mengacu pada uraian di atas, berikut
beberapa Kesimpulannya. Dilihat dari unsur-
unsur sistem hukumnya, secara umum
seluruh negara yang tergabung dalam ASEAN,
dalam hal ini Brunei Darussalam, Indonesia,
Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand
mempunyai kesamaan, dalam hal: Struktur
(kerangka) sistem hukumnya. lembaga per-
adilan lembaga tertinggi seperti Mahkamah
Agung dan lembaga lain di bawahnya, penga-
dilan serta lembaga pelaksana peraturan
perundang-undangan. Aturan, norma, dan
pola perilaku nyata dalam berbagai bidang
kehidupan masyarakat negara yang bersang-
kutan. Sikap terhadap hukum dan sistem
hukum warga negara berupa keyakinan, nilai,
kesadaran, gagasan, dan harapan-harapan
yang menjadikan proses hukum bekerja.
Mahasiswa sebagai Agen Perubahan Hukum
Pembentuk Lintasan Hukum di Asia Tenggara
sendiri memperhatikan globalisasi dan

A Huxley,

perkembangan sistem hukum serta
pembaharuan peraturan yang ada di Asia
Tenggara dengan memperhatikan peraturan
dan ketentuan yang dimiliki setiap negara.

. Saran

Perubahan hukum yang berkelanjutan dan
dapat diterima oleh berbagai pihak di Asia
Tenggara membutuhkan pendekatan yang
melibatkan semua lapisan masyarakat.
Mahasiswa dapat mengusulkan model hukum
yang tidak hanya memprioritaskan aspek
ekonomi, tetapi juga melibatkan faktor sosial,
politik, dan lingkungan untuk menciptakan
keadilan yang berkelanjutan. Dengan peran
aktif mahasiswa, proses perubahan hukum di
Asia Tenggara akan semakin dinamis dan
relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Mahasiswa bukan hanya belajar dari hukum
yang ada, tetapi juga berkontribusi dalam
menciptakan hukum yang lebih baik dan
responsif terhadap tantangan zaman.
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